
 
 

 
PEMERINTAH KOTA MADIUN 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR 07 TAHUN 2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  MADIUN, 

 

Menimbang   : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18  

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan penataan kembali 

Kecamatan dan Kelurahan ; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengatur tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sudah 

tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41              

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga 

perlu diganti ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ; 

 

Mengingat     :  1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 45) ; 
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2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974  tentang  Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1974  

Nomor  55,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

5. Peraturan  Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan  Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  

Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4194) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741) ; 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4826) ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun  2005 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten/Kota ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ; 

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Kota Madiun ; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALIKOTA MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN. 

    

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Walikota adalah Walikota Madiun. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun. 

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

daerah Kota Madiun. 
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7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 

pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan. 

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat 

daerah Kota Madiun dalam wilayah Kecamatan. 

9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di 

wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya 

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 

Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 

dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bawah 

koordinasi Camat. 

10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga 

yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 

merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 

Fungsional pada Kecamatan dan Kelurahan yang diatur sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja 

Kecamatan dan Kelurahan. 

 

BAB III 

KEDUDUKAN 

Pasal 3 

 

(1) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Camat. 
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BAB  IV 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG  

Bagian Pertama 

Kecamatan 

Pasal 4 

 

(1)  Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : 

a. Camat ; 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum ; 

2. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ; 

3. Sub Bagian Keuangan ; 

c. Seksi Tata Pemerintahan ; 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; 

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; 

f. Seksi Pembangunan ; 

g. Seksi Kesejahteraan Sosial ; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.    

 

Pasal  5 

 

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis 

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin 

oleh Camat. 

 

Pasal 6 

 

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang 

meliputi : 

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum ; 

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 

perundang-undangan ; 


